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WALIKOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 140 TAHUN 2018 

TENTANG  

STANDARISASI KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar tercipta 

tertib administrasi, akuntabilisasi dan transparansi pengelolaan 

keuangan dalam penyusunan kode rekening, pemilihannya 

disesuaikan dengan kebutuhan objektif dan nyata sesuai 

karakteristik daerah, maka perlu menetapkan Standarisasi Kode 

Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019 dengan Peraturan Walikota; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4421); 
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4503); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310); 
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); 

18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDARISASI KODE 

REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2019. 

 

Pasal 1 

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Standarisasi Kode Rekening Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 

Pasal 2 

(1) Standarisasi Kode Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari : 

a. Kode Rekening Pendapatan; dan 

b. Kode Rekening Belanja. 

(2) Kode Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri 

dari : 

a. Akun; 

b. Kelompok; 

c. Jenis; 

d. Objek;  

e. Rincian; 

f. Uraian; dan 

g. Penjelasan Rekening. 

(3) Uraian Standarisasi Kode Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

 

Pasal 3 

Urutan susunan kode rekening APBD dimulai dari kode urusan pemerintahan 

daerah, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, 

kode jenis, kode obyek, dan kode rincian obyek. 
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Pasal 4 

(1) Setiap urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang dicantumkan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menggunakan kode urusan 

pemerintahan daerah dan kode organisasi; 

(2) Kode pendapatan dan kode belanja yang digunakan dalam penganggaran 

menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun 

pembiayaan; 

(3) Setiap program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian obyek yang 

dicantumkan dalam APBD menggunakan kode program, kode kegiatan, kode 

kelompok, kode jenis, kode obyek dan kode rincian obyek; 

(4) Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) 

dan ayat (3) dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode 

rekening. 

 

Pasal 5 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

 
Ditetapkan di  Probolinggo 
pada tanggal    1  Oktober  2018 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

R U K M I N I 

 
 
Diundangkan di  Probolinggo 

pada tanggal        1  Oktober  2018 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

BAMBANG AGUS SUWIGNYO 
 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 140 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
 

 

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum 

NIP. 19680108 199403 2 014 
 


